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Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2015 – 2017.

Kesiapan BPRS Provinsi DIY di dalam menjalankan salah

satu tugasnya menyelesaikan sengketa melalui mediasi sangat erat

berkaitan dengan netralitas dan akseptabilitas BPRS Provinsi DIY

oleh masyarakat. Untuk mengetahui kesiapan BPRS Provinsi DIY

menyelesaikan sengketa melalui mediasi ditinjau dari beberapa
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ABSTRAK

KESIAPAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN TUGAS

MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Oleh: Uswatun Chasanah

Keluhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang diberikan
oleh Rumah Sakit makin meningkat, terutama sejak dikeluarkannya
program JKN oleh pemerintah. Sengketa nonteknis yang menyangkut
pelayanan kesehatan dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat
yang terekspos di media cetak maupun elektronik. Agar program JKN
tidak menjadikan salah satu sumber sengketa, pemerintah membentuk
BPRS yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan eksternal
terhadap Rumah Sakit, sehingga sengketa nonteknis makin berkurang.
Salah satu tugas BPRS adalah menerima pengaduan dan menyelesaikan
sengketa dengan cara mediasi. Tujuan penelitian, mendeskripsikan
kesiapan BPRS Provinsi DIY dalam melaksanakan tugas menyelesaikan
sengketa melalui mediasi dan kekuatan hukum hasil kesepakatan
perdamaian melalui mediasi dengan BPRS Provinsi DIY.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris
dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data yang digunakan data primer
dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen.
Data hasil penelitian dianalis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, BPRS Provinsi DIY belum
sepenuhnya memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas menyelesaikan
sengketa melalui mediasi. Meskipun BPRS Provinsi DIY Masa Bhakti
2015-2017 telah memiliki legitimasi, karena dibentuk sesuai ketentuan
Pasal 22 ayat (1), yaitu dengan Keputusan Gubernur Nomor 230/KEP/
2015, namun BPRS Provinsi DIY belum mempunyai prosedur mediasi,
belum memiliki mediator bersertifikat, dan tingkat akseptabilitas masih
kurang, khususnya akseptabilitas dari kalangan Rumah Sakit. Selain itu,
BPRS Provinsi DIY belum memiliki ruangan khusus mediasi dan masih
kesulitan dalam pendanaan untuk operasional mediasi. Kesepakatan
perdamaian hasil mediasi dengan perantaraan BPRS Provinsi merupakan
akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk
dipaksakan pelaksanaannya. Keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan PERMA No. 1
Tahun 2008, tidak bermasalah BPRS Provinsi DIY belum memiliki
mediator bersertifikat, karena kesepakatan perdamaian dapat dimintakan
akta perdamaian di pengadilan yang berwenang, sehingga mempunyai
kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan.

Kata kunci: BPRS Provinsi DIY, Sengketa Pelayanan Kesehatan,
Mediasi
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ABSTRACT

“The readiness of Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) in the Daerah
Istimewa Yogyakarta in Resolving Disputes through Mediation”

by: Uswatun chasanah

The public complaints regarding health services provided by the
hospitals are increasing, especially since the issuance of the JKN program
by the government. Non-technical disputes involving healthcare can be
seen from the number of complaints that are exposed in the media
(printed and electronic). In order to avoid the JKN program in becoming
one of the sources of dispute, the government established the BPRS who
is in charge of external guidance and supervision of the hospitals to
reduce the non-technical disputes in hospitals. One of the tasks of BPRS
is to receive complaints and to resolve disputes by mediation. This study
aims to describe the readiness of BPRS in DIY Province in resolving
disputes through mediation and its legal power of peace accord through
mediation by BPRS in DIY Province.

This study uses empirical juridical approach with descriptive analytic
specifications. The data consist of primary and secondary data which
collected through interviews and document studies. The research results
were analyzed using qualitative methods.

The results have shown that BPRS in DIY Province is not fully ready
yet to resolve the disputes through mediation. Although its BPRS of the
2015-2017 term has legitimacy due to its accordance with Article 22
paragraph (1), which was established by Decree No. 230 / KEP / 2015,
BPRS in DIY Province neither has the mediation procedure nor possesses
certified mediators, as well as has low of acceptability level, especially
among hospitals. Additionally, BPRS DIY Province does not have a
dedicated space for mediation and suffers difficulties in the mediation
operational funding. The peace accord outcome from the mediation with
the BPRS intermediary is in the form of Private Deed, therefore it cannot
be enforced (executed). With the publish of PERMA No. 1 in 2016 on
Mediation Procedure in the Court replacing PERMA No. 1 in 2008, it does
not matter whether BPRS Yogyakarta Province does not possess certified
mediators yet, because the resulting peace accord may be used to
request a deed of peace to the authorized court so that it has the same
power of the court decision.

Keywords: BPRS DIY Province, Health Care Dispute, Mediation
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